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Abstrak
 

Laporan hasil penelitian ini tentang penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Perhatian atau

fokus penelitian adalah kegiatan unit Perbankan Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri

dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pencucian uang. Kegiatan para penyidik setelah menerima

laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang dugaan adanya pencucian uang.

Kemudian pemahaman para penyidik dengan penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang

Tnndak Pidana Pencucian Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap para tersangka.

Metode penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan informan

untuk mengumpulkan data dalam rangka memperoleh informasi atau gambaran secara holistik tentang

obyek studi yang diteliti, kemudian dengan metode wawancara dan metode penelitian dokumen serta kajian

dokumen. Penelitian dokumen dengan mempelajari contoh kasus yang nyata terjadi yaitu kasus pencucian

uang di Jawa Timur dan kasus pencucian uang yang terjadi di Jakarta, yaitu dari kasus BNI Rp. 1,2 trilyun,-.

Kedua kasus tersebut sudah mendapat persetujuan dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan untuk slap

disidangkan.

 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dengan para penyidik

di Unit perbankan dapat ditemukan beberapa hal dan memerlukan pemecahan lebih lanjut, antara lain :

a. pasal-pasal dalam perundang-undangan saling bertentangan, misainya dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dalam pasal 41 berbunyi :

1. di sedang pengadilan saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak

pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor atau

hal-hal yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

2. dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi,

penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hal tersebut bertentangan dengan pasal 160 KUHAP, dimana saksi

disebutkan secara jelas nama, alamat dalam proses persidangan terbuka. Dengan demikian belum ada aturan

yang mengatur secara jelas yang dapat mengecualikan ketentuan tersebut.

b. Penerapan ketentuan khusus dalam penanganan pencucian uang dengan mengabaikan kejahatan umum

dengan kata lain penanganan pencucian uang didahulukan daripada kejahatan umum.

c. Penegakan hukum tetap mengacu pada Hukum Acara Pidana sebagai payung umum) "back up".

d. Setiap penanganan tetap dibuatkan Berita Acara sesuai pasal 75 KU HAP karena pelanggaran pasal

tersebut dapat dituntut dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Contohnya dengan Berita Acara

Pendapatan yang ditandatangani penyidik dan memenuhi syarat.

 

Penanganan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang hanya berdasarkan laporan dari

PPATK saja, sebenarnya laporan langsung dari masyarakat juga bisa, asalkan didukung dengan adanya
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bukti-bukti yang kuat berdasarkan KUHAP. Demikian halnya adanya laporan dari penyidik unit lain

misalnya dalam penanganan kasus penggelapan (primary crime) ternyata terdapat predicate crime yaitu

pencucian uang. Unit tersebut langsung melakukan penyidikan tanpa menyerahkan kasus tersebut ke unit

perbankan.

 

Kedudukan penyidik unit perbankan merupakan bagian dari Bareskrim, sehingga masih adanya hubungan

antara atasan dan bawahan. Hubungan tersebut memungkinkan adanya intervensi dari atasan terhadap

bawahan yang melakukan penyidikan terhadap kasus pencucian uang. Penyidik selaku bawahan tersebut

tidak berani menentang apa yang diperintahkan atasan, yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan

perundang-undangan. Jika berani menentang perintah atasan maka akan menerima sanksi kemungkinan

dipindahkan ke lingkungan kerja lainnya yang lebih kering. Demikian halnya terjadi hubungan atau interaksi

antara tersangka dan penyidik, pada waktu dilakukan perneriksaan. Dengan demikian kedudukan penyidik

lebih tinggi daripada tersangka. Dad hasil wawancara antara peneliti dengan penyidik dinyatakan ada

kalanya terjadi kolusi dan korupsi, walaupun tidak ada bukti otentik, namun hai itu ada dan nampaknya

biasa terjadi dalam segala tingkat pemeriksaan.

 

Selain daripada itu terjadi perbedaan persepsi antara penyidik dengan jaksa sehingga sering terjadi bolak

baliknya berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum begitu pula sebaliknya. Hal tersebut dibuktikan

dalam penanganan kasus BNI, dimana jaksa meminta seluruh barang-bukti agar diserahkan, tetapi penyidik

menyerahkan hanya barang bukti penyisihannya saja_ Maka dari itu memerlukan pertemuan rutin tingkat

Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian RI, Kejaksaan Agung untuk membahas perbedaan persepsi.

 

Demikian hasil penelitian yang dapat saya kemukakan menurut kemampuan saya, saran dan koreksi dari

pembimbing dan penguji sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.


